PEMERINTAH KGTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTC

NCMOR 3 TAHUN 2001
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA FoA

LT

Y/ALIKOTA MOJOKERTO

bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah periu dilaksanakan Jangkah-langkah penataan
Organisasi ~ Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang didasarkan
analisa ikebutuhan organisasi di Kota Mcjokerto ;

hahwa penataan Organisasi Sekretariat Daerah Kota dar
Sokretariat  Dewan  Perwakilan  Rakvat  Daerah
sebagaimana tersebul pada huruf a, periu memperhatikan
aspek-aspek  personil, perlengkapan dan pembiayaan
dengan prinsip-prinstp efisiensi, efektifitas, rasicnal serta
visi dan misi vang jelas .

bahwa antuk melaksanakan maksud pada hurnf a dan b,
maka dipandang perlu  menetapkan Pembentukan,
Organisasi ~ Sckretariat Daerah Kota dan Sekretariat
Pewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto
dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 17  Tahun 1950  tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat

Undeng-undang Nomor 22 Tahun 1999  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembarar Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara . Nomor 3839)

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nemor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) .

Poraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dacrah Tingkat 1
Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) :

Poraturap Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
Gt mi Toameah Otanami (T smbaran Neeara Tahun 2000



Menctapkan

~1

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat [daerah (Lembaran
Negara Tahunt 2000 Nomor 165) ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1592
tentang Organisasi dan Tata Kerja Di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Dacrah
Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi tan
Tata Kerja Perangkat Dacrah Kabupaten/ Kota,

Dengan Persetujuan

PDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAITIOTA MOJOKERTO

MEMUTUS K AN

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO THENTAMNCG
PEMBENTUKAN ORGANISAS]I SEKRETARIAT DAERAH
KOTA DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKIL AN

RAKYAT DAERAH

BAB 1
KETENTUAN UMITM

TFasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud denpan

a.
b

C.

o)

ih.

Kota, adalah Kota Mojokertc ;
Pemerintah Kota, adalah Pemerinlah Kola Mojokerto ;
Dewan Perwakilan Rakyat Dacran vang selanjutnia

disingkat "DPRD, adalah Dewan Dervrakilan Rakvil
Daerah Kota Mojokerto ;

Walikota, adalah Walikota Mojokerio ;

Walil Walikota, adalah Walil Walikota Mojakerlo ;
Sekretariat Daerah Kota, adalah Gekretariac Dacrah Kotz
Mojokerto ;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  vanu

sclanjutnya  disingkat  Sekretariat  DPRD,  adalan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakvat Daerah  Kota

Mojokerto ;
%krc‘lane Daeralt Kota, adatalh Sekrelaris Taerah Kela
Mojokerto ;

Sekrelaris  Dewan  Perwaldlan Rakyat 1lacrah s yan
sclarjutnya disingkat Sckretaris DPRD, adalah Se }\rotdn«.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Majokerto.

BAB U
SEKRETARIAT DAERAM KOTA
Bagian Pertama

Pembentulan

Pasal 2

Deppan Peraturan Daerah ing, dibraluk Oroanisasi Sekretarial
ideerah Kota.



(1)

2

(3)

(rpanisasi Sekrctariat Daerah Kota terdiri atas 2

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Sckretariat Daerah Kota merupakan unsur staf

Pemerintah Kota dipimpin oleh scorany Sekretass

Daerah Kota yang berada dibawah dan bertanggunyg

jawab kepada Walikota ;

Sekretariat Daerah Kota mempunyai tugas membantu

Walikota dalam melaksanakan tugas penvelenggaraan

pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata lal:sana,

memiberikan pelayanan administratif kepada seluruh

Perangkat Daerah Kota serta melaksanakan tugas lain

yang diberikan oleh Walikota ;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Sekretariat Daerah ‘Kota merapunyai

fungsi

a  Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintak

- Kota; .

b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;

¢. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan.
prasarana dan sarana Pemerintahan ;

d. Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana dengan
membina dan meningkatkan kapasitas kelembagaas
dan ketatalaksanaan serta memberikan pelayvanan

teknis administratif kepada seluruh unit kerja Ji
lingkungan Pemerintah Kota.

Bagan Organisasi Sekretarial Daerah Kola adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ dan
merupakan bagian yang Hdak terpisahkan  dai:
Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Organisasi

Pasal 4
2 {dua)

Asisten dan 7 (tujuh) Bagian, yaitu
a. Asisten Tata Praja terdiri atas

b.

1. Bagian Pemerintahan ;

2. Bagian Hukum

3. Bagian Organisasi.

Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan terdin
atas

1. Bagian Perckonomian ;
2. Bagian Pembangunan ;

Bagian Kenangan ;
Bagian Umum dan Perlengkapan.



Pasal 5
{1} Bagian Pemerintahan terdiri atas -
a. Sub Bagian Perangkat Daerah ;
b. Sub Bagian Otonomi Daerah ;
c. Sub Bagian Ketentraman dan Ketertivan ;
d. Sub Bagian Bina Sosial.
(2) Bagian Hukum terdirj atas :
a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan ;
b. Sub Bagian Bantuan Hukum ;
¢. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
(3) Bagian Organisasi terdiri atas :
£. Sub Bagian Kelembagaan ;
b. Sub Ragian Ketatalaksanaan ;
¢. Sub Bagian Analis dan Formasi Jalatan ;
d. Sub Bagian Aparatur.
(4) Bagian Perekonomian terdiri atas :
a. Sub Bagian Sarana Perekonomian ;
b. Sub Bagian Produksi Daerah ;

¢. Sub Bagian Industri, Perdaganpgan, Pariwisata, Seni
duan Budaya ;

d. Sub Bagian Pemukiman dan Prasarana Wilayah.
(5} Bagian Pembeangunen terdiri atas :
a. Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program ;
b. Sub Bagian Pengendalian ;
<. Sub Bagian Pelaporan.
(6) Bagian Keuangan terdiri atas :
a. Sub Bagian Anggaran ;
b. Sub Bagian Pembukuan ;
¢. Sub Bagian Perbendaharaan;
d. Sub Bagian Verifikasi dan Kas Daerah.
(7) Bagian Umum dan Perlengkapan terdiri atas
a. Sub Bagian Rumah Tangga ;
b. Sub Bagian Umum dan Protoko] ;
¢. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi ;
d. Sub Bagian Perlengkapan.

Pasal 6

(1) Asisten Tata Prajg mempunyai tugas melakukan
pembinaan dan mengkoordinasikan penyelenggaraar
pemerintahan, pembinaan organisasi dan perumusan
peraturan perundang-undangan,



- [ - —_———

mempunyai  tugas  melakukan  pembinaan dan
mengkoordinasikan  pelaksanaan pembangurnan,
perekonomijan, pengelolaan keuangan Daerah, sarana

dan prasarana.
BAB Il
SEKRETARIAT DEWAMN PERWAKITAN RAKY AT DALRAL

Bagian Pertarna

Pembentukan

Pasal™ 7
Dengan  Peraturan Daerah ini,  dibentuk  Organisis
Sekrelariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

: Pasal 8

(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur Pembantu PRI
yang dipimpin oleh seorang Sckretaris DPRD berao.
dibawah dan bertanggung jawalb kepada I'impinan
DPRD dan secara teknis administratif bertanggung
jawab kepada Sekretaris Daerah Kota

{2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas melaksanaxan
segala usaha dan kegiatan dalam rangka penyelenggara
an rapatrapat serta pengurusan rumah tangga din
keuangan DIPRD.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksic
pada ayat (2) Sekretariat DPRD mempunyait tugas

a. Penyiapan koordinasi, integrasi dan sinkronisas:
selurtth penyelenggaraan tugas Sckretariat DPRD

b. Penyusunan rencana, menelaah dan menyiapkan
koordinasi perumusan kebijakan Pimpinan DPRIY;

c. Pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan
perbekelan DPRD ;

d. Penyiapan penyelenggaraan persidangan dan
membuat risalah rapat - rapal vang diselenggare-
kan olch DPRD ;

e. Pemeliharaan dan pembinaan keamanan  seris
ketertiban di lingkungan kerja Sekretariat DPRD.

{(4) Bapan Susunan Organisasi Sekretarial DPRD adalah
sebagaimana tercantum datam Lampiran I cdan
merupakan bagian yang tdak tlerpisahkan  den
Feraiuran Deerah ini.

Bagian Ketiga
Organisasi
Pasal 9
Sakretariat DPRD terdiri atas 2 (dua) Bagian vaitu
a. Bagian Uinum terdiri atas

1. Sub Bagian Administrasi Umum ;

2. Sub Bagian Keuangan.



b. Bagian Risalah dan Persidangan terdir atas
1. Sub Bagian Risalah;
2. Sub Bzigian Persidangran.

Pasal 10

(1) Tiap-tiap Bagian pada Sekretariat DPRD dipimpin oleh
scorang Kepala Bagian yany dalemy melaksanakan
tagasnya  berada  dibawah  dan bertanggung jasvab
kepada Sekrelaris DPRD;

Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oivli Kepala Sub Bapian
yang berada dibawak dan bertanpgung jawa b hepada
Kepala Bagian, ’

—
to
et

RAR 1V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 11

(1) Sekretaris Daerah Kota diangkat don diberhentikon olen
Walikota atas persetujuan Pimnpinan DPRD darf Pegawal
Negeri Sipil yang mementrhi syarat ;

(2) Asisten dan Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan
oleh Walikota dengan memperhatikan  usulan dari
Sekretaris Daerah Kota ;

(3) Kepala Sub Bagian dapat dianglat dan diberhentikan
oleh Selretaris Daerah Kota atas pelimpahan kewenaag-
an dari Walikota ;

(4) Kelompck Jabatan Fungsional dianglat dan diberheit-
kan sesuai dengan peraturan perundanp-undangan vany,
perlaku,

Pasal 12

(1) Sckretaris DPRD dianghat dan diberhentikan oleh
Walikota dengan persetujuan Pimpinan HDURD

(2) Kepala Bagian dan  Sub Pagian diangkat  dan

diberhentikan oleh Walikota dengan memperbatikan
usulan dari Sekretaris DPRD melalui Sekretaris Daerah

Kota.
BAR W
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13
Penjabaran tagas pokok dan funpsi Sekietariat Dacrabc Foln
dan Sekretariat DPRD akan ditetapham denpan Keputian

Walikota.

Pasal 14
Hlal-hal yaay betum diatur dalam Peraturan Uzu‘mi.l i,
senanjang, menp@nadl pelaksanaannya akan diatur lebib oot
Dlph ‘\t“\f’tl}l[\\'lf"



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomer 1
Tahun 1993 tentang Crgaisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Kotamadya Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Poraturan Daersh jini mulai  berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang Inengetahuinya, memerintahkar.
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 30 Januari 2001
WALIKOTA MOJOKERTO

Cap. Ttd
TEGOEH SOEJONO, &1L

Diundangkan di Mujokerto

pada tunggal 1 Pebruari 2001

Pl SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Cap. ttd

Ir. BACHTIARSUKQO KARJADI

Pombina

MNIP. 0107178 003
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